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BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI I(ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR $: TAHUN 2A22

TENTANG

KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

I(ABUPATEN BARITO SELATAN

sEls{is3E xaIx#&? ?$r{JL!r Y*39& Etr&Ir3. ESlt

Menimi:ang :4"

BT'PATI B&RTT* SEI,fftr* T}

bahwa dalam' re$gka rflewujudkari trir*krasi yang
dia*::lis dagr pr*{bsi*na-l xebagai i-rFay*" pe:dtlgkatan
*fektivitas dan ef,siel:xi gu"na meredukung kinr{a
p*n:erintah daerah, p*rlu dil*kukat penyeclrrha*aall
bireikra*i retetrsSr*'i pexa3u-etare*x jabatar: admirri*tra"si ke
dsnarca jabata:: fu*g*i*:la} ;

i:a.hqra b*rd*"ssrkan ketecttusis Fasal {}7 {ry*.t {1}
Feraturalr Ferr:erixtah Nomcr 1S Tahun 2*16
seh*gairnana telah ditsE**.h deagnn Perat*ran
Femcrintal.":. N*n:cr 7t Tal:un ?S1* tentang Perubahan
Atas Feraturag Pccneriat&h Hcuacr 1S Tahu* ?ill$
teataxrg Ptra:tgkat *aer*fu nnengaffiariatka-n bahwa
Pera*gkat Saerah ye-r:g p*l*ks*na*n tugas San
fungsitrya telah dapat dilaksanaka$ tlleh kel*rnpck
j*hataa fungsi*rn*i, rur*r:glaepus unit *rgacisasi -yang
terg*,s dan fuxg*!ny*" tetrah dig*r:tikan s*ca::a penz"lh cieh
k*l*:::p*k jmba&*:r &:ngsi*n*"I;

balewa berdasarka"zr 3<*ten"Exan PassJ 3 a-lrat {1} }ruruf b
Per*tura* *Ser:ieri P*x<layagmx?&&{t Ap*aatur l9*gara dan
Reformasi Bir'okrasi hlomor 1.7 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan
Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan
jabatan dilakukan pada Instansi Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Barito Selatan;

b"
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d.
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1gS3
Nomor 9j sebagai Undang-Undang (LemLraran lYegara
Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
trkosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun l99O Nomor 49, Tambahan Republik Indonesia
Nomor 3419);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang
Pengesahan United Nations Conuention on Biotogical
Diuersitg (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 7994 tentang
Pengesahan United- Natiorus Franneuork Canuention on
Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan lklim) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 7gg4 Niomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
^---\J55 i l;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AO7 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a8S1);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20Og tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor'5038) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang
Periindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOg
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun ZA2O tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 2afl;
Undang-Undang Nomor 72 Tahun 20I1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
20ll, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20ll tentang Pembentukan peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801));
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10. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI+ Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a9a);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2A 19 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6aOS);

13. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2O2O tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 65731;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang
Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar pengadilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr 2000
Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OOl tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4153);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a85g);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 20lO Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor SggT)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2}lg Nomor lBZ, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6aOfl;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun zarr tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AlZ Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 603T)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2o2o tentang perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OLT
tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 69,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6a77);

19. Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6Oal);
Peraturan Pemerintah Nomot 22 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2027 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6ffial;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor I2A Tahun 2Ol8 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Notnor
80 Tahun 2A15 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2Ol9 tentang
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 20L9 Nomor 83a);

23. Peraturan Menteri Penciayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2I tentang
e"ty.t"tr-an Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O2l Nomor 525);

24. PeraturaniMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2L tentang
Penyederhanaan Struktrlr Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nornor 546);

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor P.74 lMenlhk/Setjen/Kum.
1 I 8 I 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota Yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor fi2a\;

27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik lndonesia Nomor 4 Tahun 2O2l tentang Daftar
Usaha dan/atau Kegiatan yang WEib Memiliki Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2A2l Nomor 2671;

21,
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28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Repubiik Indonesia Nomor 6 Tahun 2O2l tentang Tata
Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun ((Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2l Nomor 29a);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 7

Tahun 2O2O tentang Pembentukan Produk Hukurn
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2O2O Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nornor 7);

29.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUI(AN' SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP I(ABUPATEN BARITO
SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
daiam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubiik Indonesia sebagaimana
dimaksud clalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
t945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

+. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN

dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.
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8. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito
Selatan.

10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Barito Selatan.

1 1. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito
Selatan.

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UFrID adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.

13. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Selatan.

14. Aparatur adalah Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
15. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri

Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dan d.iserahi tugas dalam suatu jaba.tan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejaLrat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK
adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten Barito Selatan.

18. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Barito Selatan.

19. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama setara eselon II.a dan II.b, Jabatan Administrator setara eselon IIl.a
dan III.b serta jabatan pengawas setara eselon IV.a clan IV.b.

20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu dalam rangka mendukung Tugas Pokok
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.

21. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional
pada instansi pemerintah.

22. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

23. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai
ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.

24. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

25. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

26. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentnan paling
rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian
kewenangan.
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27.Tim kerja adalah sekelornpok pejabat fungsional atau pelaksana dan/atau
keduanya yang melaksanakan tugas bersama berdasarkan
keahlian/keterampilan jabatan masing-masing untuk mencapai tujuan kerja
yang sama.

BAB II

KEDUDUI(AN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah di bidang Lingkungan Hidup.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pernbantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito
Selatan di bidang Lingkungan Hidup.

{41 Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
men-velenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Lingkungan Hidup; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Umum; dan
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun {83) dan

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UP|D);

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini,

Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh
Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berad,a di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB ITI

TUGAS, FUNGSI DAH URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

iasal S

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pelaksanaan
tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur melaksanakan dan
mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan
azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimat<sud pada-ayat {1), Kepala
Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dan operasional dibidang Lingkungan Hidup

sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;

b. pembinaan dan penyusunan perencanaan program kerja Dinas
Lingkungan Hidup;

c. pembinaan dan pelaksanaan analisis pencegahan, penanggulangan
pencemaran, kerusakan lingkungan serta pelestarian clan pemulihal
kualitas lingkungan;

d. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaau
sumber daya manusia serta kemitraan lingkungan dengan menumbuh
kembangkan peran serta masyarakat / swasta datam pengelolaan
pengendalian dampak lingkungan;

e. pembinaan dan pelaksanaan penataan hukum, penyelesaian sengketa
lingkungan, Amdal serta pengembangan teknologi ramah lingkungan;

f. pembinaan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kegiatJn fungsional
dengan instansi terkait, dunia usaha baik swasta perorangan maupun
berbadan hukum, milik pemerintah serta lembaga swadaya -asyarak*tdalam pengelolaan lingkungan hidup;

g. penyelenggaraan pengendalian pencemaran limbah bahan berbahaya
beracun;

h. penyelengaraan pengendalian pengelolaan persampahan, rumah tangga,
serta sampah lainnya;

(1)

(2)
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i. pelaksanaan dan pengoordinasian peningkatan kapasitas lingkungan
hidup;

j, pemberian perizinan / rekomendasi serta pengawasan lingkungan hidup;
k. penyelengaraan pengendalian urusan ketatausahaan Dinas Lingkungan

Hidup;
1. penyelengaraan penyampaian informasi mengenai lingkungan hidup;
m. pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup;
n. perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup
Dinas;

o. peningkatan nilai SAKIP Dinas;
p. pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh pimpinan; dan
q. pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugaslfungsi Dinas

Lingkungan Hidup.

(3) Kepala Dinas sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan
Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan
peratu ran perundang-undangan.

(1)

(2)

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan
administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan organisasi, penyusunan anggaran, pelaporan
serta perencanaan dan program;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi
keuangan, urusarf perlengkapan, ' urusan 

- 
ketatausahaan, urusan

organisasi dan tatalaksana, penyusunan peraturan Perundang-undangan,
dokumentasi dan perpustakaan, analisis jabatan, urusan protokol serta

C.

d.
e.

rumah tangga;
pelaksanaan data informasi, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai d,engan
tugas dan fungsinya;
pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang
langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

(3)

r.

Sekretaris Dinas sebagai Pejabat
Jabatan Fungsional berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Penilai Kinerja Jabatan Pengawas dan
jenjangnya sesuai dengan ketentuan



(1)

(2)
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Paragraf 1

Subbagian Umum

Pasa1 7

Subbagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian
perencanaan, pembinaan, erraluasi dan pelaporan dinas berdasar ketentuan
yang krerlaku guna menunjang tugas dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian
Umum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi, kearsipan,

kehumasan, keprotokolan, perlengkapal, rumah tangga, organisasi dan
tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-
undangan;

b. penyiapan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan
Kepegawaian;

c. penyiapan pelaksanaan pelavanan kearsipan, dokumentasi peraturan
perundang-undangan, kehumasan dan, keprotokolan;

d. penyiapan pelaksanaan pelayanan perlengkapan dan rumah tangga;
e. penyiapan pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis

jabatan;
f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan

rencana strategis, program dan kegiatan serta rnonitoring dan evaluasi;
g. penyiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan

Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan
dan Penetapan Kinerja Dinas;

h. penyiapan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan Dinas ke dalam
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8
Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan
Pengoordinasian pereRcanaan, pembinaan, evaluasi, pelaporan dan
penyiapan pelayanan administrasi keuangan Badan berdasarkan standar dan
ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian
Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pelaksanaan penyusunan Renstra dan Renja, Indikator Kinerja

Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja Badan;
b. penviapan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan Badan ke dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) ;

Anggaran Sementara (PPAS) ;

i. penyiapan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di
dalamnya Laporan Akuntabilitas Kineria Instan-si Pemerintah (LAKIP),
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan 1ainnya; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

(3) Kepala Subbagian Umum sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana
dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undan gan.

(1)

(2)
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c. penyiapan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di
dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan lainnya;

d. penyiapan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan serta
Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan;

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan
administrasi keuangan Badan;

f. penyiapan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Badan;

g. penyiapan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan tugas sub

bagian; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai Pejabat Penilai Kineda
Jabatan Pelaksana datr Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnlra sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bidang Tata Lingkungan Dan
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Pasal 9

(1) Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Lingkungan dan Penegakan I-Iukum
Lingkungan Hidup

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata
Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan menyeienggarakan fungsi:
a. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
b. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (RPPLH);
c. pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatal Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pemitangunan Jangka Menegah
(RPJM);

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlind.ungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RppLH) ;e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup;

f. pengoordinasian penyusunan tata ruang yarg berbasis daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto
(PDB) & Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif
disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

h. pelaksanaan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengeloiaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;i. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungin Hidup
(LH);

j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
k. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RppLH);
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1. penyusunan K4jian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
m. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
n. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ;

o. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Ka.jian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) ;p. pemantauan dan evaluasi Kqjian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

q. pengoordinasian penyusunan instrument pencegahan pencema-ran
dan/atau kerusakan lingkr-rngan hidup (Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (uKL-uPL), tzin lingkungan, Audit
Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UpL);
penyusun*. tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan
(komisi peniiai, tim pakar dan konsultan);
pelaksanaan proses izin lingkungan;
penyusunan kebijakan tentang ta.ta cara pelayanan pengaduan dan
penyelesaian pengaduan masyarakat;
pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan
yarg tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
penyu sunan rekomendasi tindaklanj ut hasil verifikasi pengadu an ;
pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak

r.
S.

t.
u.

aa.
bb.

v.

f17

x.
v.

CC,

ff. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungal
Hidup Daerah;
pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaral perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
pelaksanaan penyidikan perkarapelanggaran lingkungan hidup;
penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

lanjut pengaduan;
z. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun

melalui pengadilan;
pelaksanaan sosialisasi tata ca-ra pengaduan;
pengembangan sistem informasi 

-penerimaan 
pengaduan masyarakat atas

usaha atau kegiatan yarg tidak sesuai d.engan izin Periindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan
yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungal dan pengelolaan
lingkungan;
pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaanlingkungan;
pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi
penerima tzin lingkungan dan rzin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan;

dd.

ee.

oobb.
hh.
ii.

ii.
kk.

11.



(1)

(2)
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Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (83|
d.an Peningkatan Kapasitas Lingkurgan Hidup

Pasal 1O

Bidang Pengeloiaan Sampah, Limbah B3 dan peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaa1l Sampah,
Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. -

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Bidang
Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan

sementara limbah 83 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan
, p.lg"butan) dalam satu daerah ,Kabup..gte1/.Ko{a;b. pelaksanaan deiirin#lpdn$rnipanan, sementais.,li 6uj, B3 dalam satu

daerah Kabupate n / Kota;
c. pelaksala4nr 

. pemgntau.?n .4-** pe*4gawapqq. pgnyimpanan sementara
limbah B3 'i lam satU dderafr Kabupat6n/Kota;r ,l

d. penyusunart kebijakan pertzinan pengumpulan da,n pengangkutan
limbah 83 (pengalugil.,perpanjeagar,a pirubahan dan " p.n."nutan)

pelaksanaan perizinan bagi
pelaksanaein perilin#
angkut roda 3 (tiga) dilaku

,i 

]i':1 
'

I limbah,,Ei3;
6ffi',i Lirrib&h 83 nienggunakan

dalam

alat

satu

q. pelaksanaQn-perizinan pengqburari,:tiUdm egr.rnedis; . .i. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan,

j. penyu-sunan t<e-Uiiat<an pengakua., k.beradaan masyarakat hukum
adat, kearifan lokai atau pengetahuan tradisional dan hat kearifan lokalaoat, keartaq iokal B,,tAU p:eq$etahuan tradisiOntrl daSr i'hak kearifan lokal
atau pengetah$t. tq,qdigional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA)

. lgrkait dengan,PerJindungan dan pengelolaan,.ilingkuntan Hidup;
k. identifikasi, verifikqsj- dan'' .,yalidAsit,,s$fi,g 

* 
p..ritap"r, -pengakuan

keberadaan .maslrarakdt rflu,kFm ,,Bdal, gsariraa tbta r'tu, pengetahuan
tradisional dan hak, kearfuhn loka-l atau pengetahuan tradisional dan hak
Masyarakat , Hukum Adat 'ltMH41',:terkait dengan Periindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

1. penetapan tanah ulayat yang qperupakan keberadaan Masyarakat Hukum
Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional din hak kearifan
fgkal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat
(MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan i,ingt<ungan Hidup;

m. pelaksanaan komunikasi dialogis d.engan Masyarakat H;kum*Adat lfvfifn);n. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
o. penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA),

kearifan lokal atau pengetahuan- tradisional terkait Perlindungan da16-
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

p. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat
{MHA), kearifan lgt ut atau pengetahuan tradisional- terkait perlindungan
dan Pengeiolaan Lingkungan Hidup (ppLH);

q. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan
pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau perrge6huan trad.isiona-l
terkait PPLH 4Ol Pelaksanaan fasilitasi kerjasama da, pemberdayaan
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradiiional terkait periindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (ppLH);



S.

t.
u.
V.

w.
x.

r.

14-

penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan keq'asama
MHA, keariflan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan
kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait
Perlindungan dan Pengeiolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
pengembangar metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan
Hidup;

y. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
z. penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;

aa. pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
bb. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan

Hidup;
pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup

Fisal 11

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta Daerah Aliran

Sungai (DAS);
c. penentuan baku mutu lingkungan;
d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,

pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi cian non
institusi;

e. pelaksanaan pemulihan pencema-ran ipembersihan, remidiasi, rehabilitasi
dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian

peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada
masyarakat;

h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi
dan non institusi;

CC.

dd.
ee.

dan
ff. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana clan
Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)

(2\
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i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non
institusi;

j. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber
pencema-r institusi dan non institusi;

k. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
1. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
m. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
n. pelaksanaan pemantauan kerusakal lingkungal;
o. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta

penghentian) keru sakan lingkungan ;

p. pelaksanaa:r pemulihal (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan
restorasi) kerusakan lingkungan;

q. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
r. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
s. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
t. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
u. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
v. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil

emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
w. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
x. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan

berkelanj utan, dan pengendalian kerusakan keanekaragarnan ha.vati;
y. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman

hayati;
z. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
aa. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database

keanekaragaman hayati; dan
bb. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Kepala Bidang Pengendalian Pencernaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
berd.asarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan p.rrrrdr.rg-
undangan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 12

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud d,alam Pasal 3 a5zat (1)
huruf f dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau
kegiatan teknis penunjang Dinas.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IV

KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

(1)

(2)

(s)

(4)

(s)

(6)

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui pengangkatan pertama,
perplndahan dari jabatan lain, penyesuatanf inpassrng, promosi dan
penyetaraan jabatan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara
iangsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
atau Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan
jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jatratan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan
keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisisjabatan dan analisis
beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mulai
melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin suatu unit keqja mandiri
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-und.angan, Pejabat Fungsional
tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsiona-l dan Pelaksana.

Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim
kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi
Pemerintah.

(1)

(2)

Bagian Kedua

Jabatan Pelaksana

Pasa1 16

Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan
hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.

Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas dengan
Keputusan Bupati.

Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan
Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.

(4)

(s)



(6)
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Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagairnana dimaksud pada
ayat (5) di lingkungan Dinas dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemindahan PNS dalam jaLratan pelaksana di iingkungan Dinas dilakukan
oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Dinas ditetapkan dengan keputusan
Kepala Dinas.

Pengangkatan dan Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7i diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah
dengan memperhatikan formasi jabatan yang dituangkan dalam Peta Jabatan
Perangkat Daerah.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 17

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan
Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undan gan.
Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat
dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan
bagi Pegawai Negeri Sipil :dalam suatu jabatan disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi tambahan
ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Keputusan Perangkat
Daerah.
Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan ketentu an peraturan peru ndang- undangan.
Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas disusun sesuai peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 18

Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama.
Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan
Administrator.
Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IiLb atau Jabatan
Administrator.
Kepala Subbagian dan Kepala UPI' Dinas merupakan jabatan struktural
eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
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Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Dinas merupakan jabatan struktural
eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Subbagian serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal
serta hartzontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai
dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wqjib
menerapkan sistem pengehdalian intern pemerintah di iingl<ungan satuan
kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib
mengawasi bawahan dan/atau pelaksana masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perund.ang-undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan keqja
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan nya dan latau
pelaksana pada satuan kerja masing-maslng.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada
waktunya. ,

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 2O

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal
kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati meialui
Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam
lingkungan satuan kerja wqjib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dal untuk memberikan petunjuk-
petunjuk kepada bawahan

(1)

(21

(s)

(4)

(s)

(1)

(2)

(3)



(4)

(s)

(6)

-19-

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib
disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh
kepala satuan kerja dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan
dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja i,vajib mengadakan
rapat berkala.

Dalam ha1 mekanisme penugasan dan penetapan Pejabat Penilai Kinerja
bagi pejabat pelaksana dan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

BAB VII
. . PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan untuk mendukung kegiatan Dinas dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber iain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. ...'BAB VIII,'., ,yav J laa

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai beriaku, seluruh ASN beserta pejabat yang
ada tetap rnenduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya
sampai ditetapkan personil, pejabat dan/atau penugasan yang baru dari Pejabat
Pembina Kepegawaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

.I ' BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai beriaku, maka Peraturan Bupati Barito
Selatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Keqja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan
(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 29) dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku.
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Pas*I ?4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Earita
Selatan.

Ditetapkan
pada 2A22

Pj SEI"ATAN,

'2A22"

BERITA DAERAH KABUPAT.$FI 2022iNOMOR t

t
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